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TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN UNTUK MENERBITKAN PENETAPAN PENERAPAN SANKSI
ADMNISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN

Menimbang

Mengingat

-

¢ 1.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana
Bupati dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian
kewenangan penerapan sanksi administratif kepada kepala
instansi lingkungan hidup Kabupaten,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan untuk Menerbitkan Penetapan
Penerapan Sanksi Admisitratif di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



>

.

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285); : '

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013
tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
UNTUK MENERBITKAN PENETAPAN PENERAPAN SANKSI
ADMNISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1
Melimpahkan kewenangan kepada XKepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan untuk menerbitkan penetapan penerapan sanksi administratif
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. teguran tertulis; dan

b. paksaan pemerintah.

Pasal 3

‘TFeguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diterapkan

apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran
terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan
dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 4
Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diterapkan
apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum
dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; dan/atau

b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah.
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Pasal 5
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bertanggung jawab penuh atas
penerbitan penetapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Februari 2019



